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Laman Login



Login awal

“Lupa Kata Sandi?”
digunakan untuk:
• login ke Coretax pertama kali (bagi WP 

yang sudah memiliki akses DJP Online)
• reset password Coretax yang telah

didaftarkan (jika lupa sandi yang telah
didaftarkan)



Login awal

“Daftar di sini”
digunakan oleh:
• wajib pajak yang belum memiliki NPWP.
• Istri yang hak & kewajiban perpajakannya

digabung suami dan belum masuk
Family Tax Unit (NPWP Gabung Suami)

untuk mendapatkan akses login ke dalam
Coretax



Login awal

“Permintaan Akses Digital”
digunakan oleh:
• Istri yang hak & kewajiban

perpajakannya digabung suami (NPWP 
Gabung Suami) dan telah masuk Family 
Tax Unit 

• WNA yang memiliki kepentingan
perpajakan di Indonesia

untuk mendapatkan akses login ke dalam
Coretax



Tautan terkait “Lupa Kata Sandi” 
pertama kali akan dikirimkan ke
email yang tercantum pada kolom
“Informasi”

INSTANSI PEMERINTAH XYZ

001234567891000000000

instansipemerintahXYZ@government.id

0818181818

Reset Password

012345678910000



Berikutnya akan disajikan
laman permohonan Ubah
Kata Sandi.

• Isikan ID Pengguna
• Tujuan Konfirmasi
• Masukan Captcha

Tekan tombol “Kirim”

Reset Password



Berikut ini contoh tautan reset kata sandi baik yang dikirimkan ke surat elektronik atau ke nomor gawai

Reset Password



Isikan kata sandi baru dengan
ketentuan:

• minimal 8 karakter
• minimal 1 huruf besar
• minimal 1 huruf kecil
• minimal 1 angka
• minimal 1 karakter khusus

Reset Password



Mapping Login Transisi

Memiliki NPWP (Aktif/NE) 
+ Pernah Login DJP Online

“Lupa Kata Sandi”

Istri (NPWP Gabung Suami)

Apakah sudah masuk FTU 
(di DJPOnline)?

“Daftar Di sini”
(Register Only)

“Permintaan
Akses Digital”

Tidak Ya

WNA yang memiliki
kepentingan perpajakan di 

Indonesia

“Permintaan
Akses Digital”
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Pengenalan Menu



321712201770007
RAKA

Setelah berhasil login ke Coretax, wajib pajak akan ditampilkan dashboard berupa ”Tinjauan 360- Derajat Wajib Pajak”

Pada bagian ini, akan tersaji informasi berupa:
• Ikhtisar Profil wajib pajak
• Informasi Umum
• Alamat
• Detil Kontak
• Pihak Terkait
• Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
• Detail Bank
• Data Unit Keluarga

• Tempat Kegiatan Usaha/Subunit
• Nomor Identifikasi Eksternal
• Jenis Pajak
• Wakil/Kuasa Saya
• Wajib Pajak yang diwakili
• Verifikasi Dua Langkah
• Permohonan Tertunda
• Semua Permohonan

3217122601770007 RAKA
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Informasi versi aplikasi Pemilihan jenis bahasa:
• id-ID = Indonesia
• En-US=Inggris

Icon:
• Dokumen

melihat dokumen baru
yang terbit

• Lonceng
melihat notifikasi baru
yang masuk

3217122601770007 RAKA

Informasi:
• Main Account

akun utama wajib pajak

• Taxpayers
akun wajib pajak yang 
diwakili/kuasai

informasi login
terakhir ke
Coretax

tombol log off 
atau keluar
aplikasi

Pengenalan Menu
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RAKA contoh tampilan saat menekan tombol icon dokumen

3217122601770007 RAKA
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contoh tampilan saat menekan tombol icon lonceng

Pengenalan Menu



Modul ”Portal Saya” terdiri dari beberapa menu, yaitu:
• Dokumen saya: untuk melihat seluruh dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

terkait akun wajib pajak yang bersangkutan.
• Notifikasi saya: untuk melihat notifikasi atas transaksi perpajakan yang dilakukan
• Kasus Saya dan Kasus Berjalan Saya: untuk melihat kasus perpajakan yang dimiliki
• Profil Saya: melihat profil wajib pajak secara lengkap
• Aktivasi NIK: melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP
• Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital: mengajukan atau mendaftarkan Sertifikat Digital/Kode 

Otorisasi DJP
• Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L: untuk mendaftarkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, 

Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan
Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya

• Perubahan Data: mengajukan perubahan data utama yaitu Identitas Wajib Pajak, Alamat Utama, Objek PBB 
P5L yang telah didaftarkan, Perubahan Data Pemungut PPN PMSE.

• Perubahan Status: mengajukan penetapan/pengaktifan kembali WP Non Aktif, Penunjukan, perubahan, dan 
pencabutan Wakil/Kuasa, serta menu-menu lainnya.

• Penghapusan & Pencabutan: mengajukan penghapusan NPWP atau Pencabutan Pengukuhan PKP

3217122601770007 RAKA

Pengenalan Menu
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Modul ini terdiri dari menu:
• Dashboard Faktur Pajak

yaitu berisi ringkasan penerbitan faktur, pembayaran, dan pelaporan PPN di suatu masa pajak.
• e-Faktur

yaitu menu untuk membuat faktur pajak keluaran dan retur keluaran (jika PKP), serta faktur pajak masukan
dan retur pajak masukan.

• Dokumen Lain yang dipersamakan dengan faktur pajak
yaitu menu untuk membuat dokumen lain pajak keluaran dan retur dokumen lain keluaran (jika PKP), dan 
dokumen lain pajak masukan dan retur dokumen lain masukan.

Modul e-faktur ini tetap tersedia meskipun wajib pajak/instansi pemerintah dimaksud bukan merupakan
Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, tersedia pula fitur “Mark as Invalid” untuk menandai adanya faktur pajak 
masukan yang bukan transaksi miliknya/transaksi sebenarnya.

Kehadiran modul e-faktur ini menggantikan peran penginputan PPN di aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah
(untuk masa pajak setelah Coretax diluncurkan).

321712201770007
RAKA
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Modul eBupot terbagi jadi 2 (dua) menu utama yaitu e-Bupot unifikasi
dan e-Bupot 21/26 :

1. Menu terkait eBupot Unifikasi
• BPPU : Pembuatan Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2), PPh

Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23
• BPNR : Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 

26 terkait transaksi dengan WP LN. 
• Penyetoran Sendiri: Pembuatan Bukti potong terkait transaksi

yang sifatnya setor sendiri (seperti transaksi sewa tanah/bangunan
di mana pemilik bukan pemotong pajak, dan lain sebagainya). 

• Pemotongan Secara Digunggung: Pembuatan Bukti Potong yang 
sifatnya digunggung (seperti Sertifikat Diskonto Bank Indonesia, 
dan lain sebagainya)

• Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti 
Pemotongan/Pemungutan: untuk mengunggah fail upload XML 
terkait rincian transaksi Bukti Potong yang digunggung.

2. Menu terkait eBupot 21/26
• BP21: Pembuatan Bukti Potong Selain Pegawai Tetap (Pegawai

Tidak Tetap, Bukan Pegawai)
• BP26: Pembuatan Bukti Potong Wajib Pajak Luar Negeri
• BPA1: Pembuatan Bukti Potong A1 untuk masa pajak terakhir

(selain Pejabat Negara, TNI/POLRI, dan Pensiunannya)
• BPA2: Pembuatan Bukti Potong A2 untuk masa pajak terakhir

bagi Pejabat Negara, TNI/POLRI, dan Pensiunannya)
• Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap: Pembuatan Bukti 

Potong Pegawai Tetap (selain masa pajak terakhir)

Pengenalan Menu
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Modul “Surat Pemberitahuan (SPT)” terdiri dari menu:

• Surat Pemberitahuan : untuk membuat draft dan melaporkan SPT
• Dashboard Kompensasi : berisi ringkasan hak kompensasi pajak yang 

dimiliki wajib pajak terkait PPN, PPN PMSE, PPh Pasal 21/26
• Pencatatan: berisi buku catatan sederhana atas transaksi yang 

dilakukan dengan lawan transaksi
• Pengungkapan Ketidakbenaran SPT: digunakan untuk

mengungkapkan ketidakbenaran atas pengisian SPT yang telah
dilaporkan

Pengenalan Menu
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Modul Pembayaran berisi 7 menu yaitu:
• Permohonan Pemindahbukuan: menu untuk memindahkan saldo kredit pajak yang dimiliki kepada jenis pajak yang lain atau wajib pajak yang lain.
• Layanan Mandiri Kode Billing: menu untuk membuat kode billing yang sifatnya pembayaran mandiri seperti angsuran PPh Pasal 25, penyetoran deposit 

pajak, dan lain sebagainya.
• Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak: menu untuk membuat kode billing yang kaitannya dengan pembayaran utang pajak. Seperti STP, SKPKB, dan 

lain sebagainya.
• Daftar Kode Billing Belum dibayar: menu ini digunakan untuk menampilkan daftar kode billing yang berstatus aktif (sudah dibuat dan belum kedaluarsa) 

namun belum dilakukan pembayaran.
• Formulir Restitusi Pajak: menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, baik dari pembetulan

SPT Masa yang bernilai lebih bayar maupun dari data pembayaran dan/atau dari data dokumen transaksi.
• Permohonan Pemberian Imbalan Bunga : menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan pemberian imbalan Bunga.
• Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM: menu ini digunakan untuk mengajukan permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah terkait

Perusahaan PDAM.

Pengenalan Menu
3217122601770007 RAKA



Modul ini berisi buku besar atas transaksi yang 
dilakukan oleh wajib pajak, baik dari sisi debit 
ataupun kredit.

Pengenalan Menu

3217122601770007 RAKA
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Modul Layanan Wajib Pajak berisi 6 menu yaitu:
• Layanan Administrasi : menu untuk mengajukan permohonan layanan administrasi perpajakan, seperti: Surat Keterangan Fiskal, 

Konfirmasi Status Wajib Pajak, Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022, Surat Keterangan Domisili, dan lain sebagainya. 
• Pertanyaan Umum: menu ini berisi riwayat pertanyaan dan layanan yang diminta oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
• Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi: menu ini digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan pengaduan dan saran terkait

layanan yang diberikan oleh petugas pajak, serta pemberian apresiasi kepada pegawai.
• Layanan Edukasi Perpajakan: menu ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, 

& pendampingan oleh Kantor Pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak, meliputi Reservasi Kelas Pajak, Permohonan Edukasi
dan Materi Edukasi.

• Riwayat Edukasi: menu ini berisi riwayat edukasi yang diterima oleh wajib pajak.
• Pengetahuan Dasar Perpajakan: menu ini berisi materi edukasi perpajakan ataupun materi edukasi lainnya yang dibutuhkan oleh wajib

pajak.

Pengenalan Menu
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Dari sisi wajib pajak, modul Manajemen
Akses berisi menu untuk mengubah kata 
sandi.

Pengenalan Menu

3217122601770007 RAKA
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Soal Sering Ditanya (Frequently Asked Question) berisi
daftar pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan oleh 
wajib pajak.

Modul ini terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan
terkini.

Pengenalan Menu
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Skema Role Access



Wakil/Kuasa
login dengan

NIK/NPWP Pribadi
16 digit

Tanda tangan yang digunakan
dalam setiap dokumen

menggunakan sign 
WP/Wakil/Kuasa

(tidak ada lagi sertifikat
elektronik badan)

Wakil/Kuasa 
beraktivitas sesuai
dengan role akses

yang diberikan

Wakil/Kuasa memilih
impersonating

sebagai Badan/ OP 
yang diwakili

End

Role Akses

Pengelolaan akun WP Badan atau Orang Pribadi dengan perwakilan

Dalam coretax, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun
Coretax (baik Badan maupun OP dengan perwakilan) dapat dijalankan oleh Pengurus/Wakil atau Kuasa yang telah ditunjuk.



PIC/Wakil/Kuasa login sebagai representative lalu memilih role WP Badan/ Orang 
Pribadi mana yang akan diwakili di bagian sudut kanan atas.

Terdapat dropdown list sebagai berikut.
• Main Account

merupakan akun Coretax Orang Pribadi sebagai diri sendiri.
• Taxpayers

daftar akun Coretax Badan/Orang Pribadi yang diwakilinya.

073456789999000 Raka

073456789999000 Raka

013456789999000 PT NYA RAKA

Impersonating

073456789999000

RAKA

RAKA

3217122601770007



You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Jika bertindak sebagai wakil/kuasa, Coretax akan menunjukkan posisi peran
dari pihak yang diwakilinya (you are currently impersonating user)

Role access ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akses ke akun WP, 
di mana hanya benar-benar WP OP pengurus/wakil atau kuasa saja yang 
dapat mengelola.

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

PT NYA RAKA

013456789999000 PT NYA RAKA

013456789999000

PT NYA RAKA
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Sertifikat Digital & KO DJP



3217122601770007 RAKA

Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital:

Untuk penandatangan dokumen perpajakan secara elektronik, setiap wajib
pajak orang pribadi harus:

• mengajukan Kode Otorisasi DJP; atau
• mendaftarkan Sertifikat Digital yang dimiliki

di portal Coretax. 

Melalui modul Portal Saya (My Portal) [1]--> Permohonan Kode 
Otorisasi/Sertifikat Digital (Digital Certificate Request) [2]

Notes:
Pengajuan KO DJP/Sertel hanya bisa dilakukan di akun Orang Pribadi
(tidak bisa akun badan/Instansi Pemerintah)

1

2



3217122601770007 RAKA

3217122601770007

RAKA

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Kolom:

- Manajemen Kasus (Case Management)
- Identitas Wajib Pajak (Taxpayer Identity)
- Detail Kontak (Contact Details)

akan terisi secara otomatis oleh sistem



Di kolom Rincian Sertifikat (Certificate Details) , pilih Jenis Sertifikat Digital (Digital Certificate 
Type) [3] yang akan diminta/didaftarkan.

a. Jika memilih provider PSrE (BRIN, BSSN, Peruri, dan lain-lain): isikan ID Penandatangan [4]
b. Jika memilih Kode Otorisasi DJP: isikan Passphrase [4]

3

4



Anda dapat mengajukan permohonan Kode Otorisasi DJP atau
memilih sertifikat digital tersertifikasi sesuai provider yang 
tersedia dalam Coretax.

Di kolom Rincian Sertifikat (Certificate Details) , pilih Jenis Sertifikat Digital (Digital Certificate Type) yang akan diminta/didaftarkan

a. Isikan Signer ID (jika memilih provider PSrE)
b. Isikan Passphrase (jika memilih Kode Otorisasi DJP)

Pada kolom Verifikasi Identitas, tekan tombol [5] :
a. “Take a photo”, jika ingin mengambil foto wajah dari kamera PC/HP; atau
b. “Upload photo”, jika ingin mengunggah foto dari fail foto yang dimiliki

hasil foto/upload foto akan disandingkan dengan data yang tersedia di Dukcapil/Imigrasi.

5



Anda dapat mengajukan permohonan Kode Otorisasi DJP atau
memilih sertifikat digital tersertifikasi sesuai provider yang 
tersedia dalam Coretax.

Ceklist pernyataan kebenaran data yang disampaikan dan persetujuan untuk menggunakan
Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Tekan tombol “Kirim” untuk mengirimkan permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital.

6

7
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Jika permohonan berhasil diajukan, maka akan muncul notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil
Dibuat!’

Tekan tombol :

• “Unduh Bukti Tanda Terima” [8]
Untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas permohonan Sertifikat Digital.

• ”Unduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital” [9]
Untuk mengunduh Surat Penerbitan Sertifikat Digital

8 9



www.pajak.go.id

Penambahan
Hak Akses Pegawai



Kondisi: ​
PT NYA RAKA ingin menunjuk salah seorang pegawai yang biasa mengurus pajak (Tax Admin) dalam
melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dalam aplikasi coretax. Pegawai yang ditunjuk
bernama RAHAMUDI dengan NIK 3217222016900006.

Pertanyaan: ​
"Seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh PIC pada aplikasi coretax atas kondisi tersebut?"​

Penambahan Hak Akses Pegawai

Case 1#



[1] Username diisi dengan NIK/NPWP 16 digit
[2] Password sesuai dengan password Coretax
[3] Language untuk memilih Bahasa (en-US/ id-ID)
[4] Kode keamanan (Captcha)
[5] Login

4

5

1

2

3

https: // tpportal-mtra. intranet.pajak .go. id/

*) link ini adalah link pelatihan (bukan link coretax sesungguhnya)

Login PIC



Untuk menambahkan hak akses pegawai, silakan
masuk ke submenu “Informasi Umum”. Pada sub 
menu ini juga berisi keterangan umum yang 
berkaitan dengan Perusahaan.

7

013456789999000 PT NYA RAKA

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

013456789999000

PT NYA RAKA



013456789999000 PT NYA RAKA

8

Untuk menambahkan pegawai yang akan diberikan hak akses, pada submenu Informasi umum [7] 
tekan tombol “Edit” [8]

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

013456789999000

PT NYA RAKA



Gulir ke bawah hingga menemukan baris “Pihak Terkait” [9]. Untuk menambahkan pegawai yang akan
diberikan hak akses, tekan tombol “Tambah” [10] .

9

10

ROBBIE KARTIKO

KURNIAWAN PAMUNGKAS

HENDRO DARWIS

BAMBANG DWI YULIANTO



11 Jika memilih menu “Tambah”, maka akan ditampilkan isian
sebagaimana gambar berikut.

• Pilih status hubungan antara orang yang akan didaftarkan
dengan Perusahaan [11]

• Related Person = Pengurus *)

• Related Taxpayer = WP lain yang terkait (eg. Grup perusahaan, 
Pemilik manfaat, Penanggung pajak)

*) Untuk menambahkan pegawai sebagai perwakilan Perusahaan, 
dapat memilih

”Related Person” [11] 



Jika memilih menu “Tambah”, maka akan ditampilkan isian sebagaimana gambar berikut.
• ceklist “Apakah PIC?” [12]
• Pilih posisi yang sesuai dengan pegawai tersebut, contoh: “Other” [12] 
• masukan NIK/TIN [13]
• Pilih status kewarganegaraan dari pegawai tersebut [14]
• Isikan Keterangan [15]
• Tentukan masa berlaku awal (Valid Dari) (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (Valid Sampai) (tidak wajib diisi) [16]
• Pastikan kebenaran data, lalu klik “Save” [17]

13

14

1212

16

17

Lainnya

15



Setelah berhasil menambahkan atau tau berhasil mengedit PIC. Gulir ke bawah, Centang
Pernyataan [18], lalu tekan tombol “Kirim” [19]

19

18



20

Berikutnya adalah menentukan role yang akan diberikan. Caranya dengan terlebih dahulu masuk ke
submenu “Wakil/Kuasa” [20] 

013456789999000

PT NYA RAKA

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Assign

ROBBIE KARTIKO

HENDRO DARWIS



20

013456789999000

PT NYA RAKA

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Pada submenu “Wakil/Kuasa Saya”, tentukan role akses yang akan diberikan kepada pegawai tersebut
dengan memilih “Tetapkan Role” [20] 

ROBBIE KARTIKO

HENDRO DARWIS



20

013456789999000

PT NYA RAKA

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 013456789999000

Assign

Tekan dropdown list yang ada di Representative Roles, lalu centang role yang akan diberikan ke
Pegawai tersebut [21] , kemudian klik tombol “Save” [22] 

21

22



TAXPAYER LEDGER
BUKU BESAR WAJIB PAJAK



Buku Besar Wajib Pajak dapat dilihat pada bagian “My General Ledger”

0012345678910000 PT NYA RAKA

0012345678910000

PT NYA RAKA

www.pajak.go.id



Buku Besar Wajib Pajak berisi daftar semua
transaksi yang berhubungan dengan Wajib Pajak. 
Daftar tersebut dapat difilter dan/atau diurutkan
sesuai kolom-kolom yang tersedia.

www.pajak.go.id

0012345678910000 PT NYA RAKA
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DEPOSIT PAJAK
PEMBUATAN KODE BILLING DEPOSIT PAJAK



Merupakan fitur baru agar 
WP dapat melakukan
pembayaran lebih dulu
sebelum kewajiban pajak
timbul. Konsep deposit 
pajak menurut definisi
adalah pembayaran pajak
yang belum terikat ke satu
jenis pajak tertentu.

Karakteristik

1. Penggunaan Deposit Pajak dalam pelunasan Pajak dapat
mencegah WP dari sanksi keterlambatan bayar

2. Melalui mekanisme pemindahbukuan
3. Pemindahbukuan yang dilakukan tercatat pada taxpayer ledger
4. Opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi
5. Dapat dilakukan carry over (lintas tahun) tanpa perlu PB
6. Kode Akun Pajak-Kode Jenis Setor: 411618-100
7. WP tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit.

Pengertian

Deposit Pajak

www.pajak.go.id



Deposit Pajak

Pembuatan kode billing untuk deposit pajak dapat
dilakukan sebagaimana berikut:

Menu “Pembayaran”, pilih “Layanan Mandiri
Kode Billing”

www.pajak.go.id



Deposit Pajak
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Deposit Pajak
Melakukan pembuatan deposit pajak kode 
411618-100 Setoran untuk Deposite Pajak
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Deposit Pajak

Masukan Nilai Deposit
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Deposit Pajak
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Muncul kode billing yang tergenerate otomatis, 
lakukan pembayaran
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Pembuatan ID Billing
Aplikasi Coretax
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Pembuatan kode Billing Aplikasi Coretax :

1. Pembuatan kode billing setelah submit SPT;

2. Pembuatan kode billing atas tagihan pajak;

3. Pembuatan kode billing mandiri.
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PEMBAYARAN PAJAK 
UNTUK SPT MASA 



Terdapat 2 metode pembayaran :
• Deposit Balance Transfer : Jika memiliki

saldo Deposit Pajak, WP bisa
menggunakan opsi ini

• Create Billing Code : Jika WP tidak ada
Deposit Pajak, silakan membuat kode
billing

Pembayaran SPT Masa



Pilih Penandatangan SPT dan metode tandatangan SPT

Lakukan penandatanganan dengan NIK dan password peserta edukasi yang telah
didaftarkan pada sertifikat elektronik



Berikutnya akan ditampilkan daftar Arsip SPT 
yang sudah berhasil dilaporkan. 
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PEMBAYARAN PAJAK 
UNTUK KETETAPAN PAJAK



Merespon STP

Berikut adalah langkah untuk menindaklanjuti
Surat Tagihan Pajak yang diberikan oleh DJP.
Klik notifikasi berlogo dokumen.
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Pilih Surat Tagihan Pajak
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Merespon STP

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000



Gulir ke kanan kemudian klik “download” untuk
mengunduh dokumen STP.
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Merespon STP

You are currently impersonating user: PT NYA RAKA - 0012345678910000
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Merespon STP

Berikut ini adalah contoh dokumen Surat Tagihan Pajak yang terkirim
ke dalam Coretax Wajib Pajak.



Untuk membayar STP, masuk ke menu “Pembayaran”, kemudian
pilih “Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak”
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Merespon STP



Ceklis STP yang dimaksud, kemudian isikan 
nominal yang akan dibayarkan. Pilih pembayaran 
deposit atau kode billing
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Merespon STP
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PEMBUATAN BILLING
SECARA MANDIRI
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KAP dan KJS Kode Billing Secara Mandiri
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Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
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Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
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Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
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Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
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Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
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Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
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Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri

X

X
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Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
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Pembayaran Pajak 
Instansi Pemerintah
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Dalam Instansi Pemerintah, dikenal dua jenis pembayaran, yaitu pembayaran melalui skema Uang Persediaan (UP) dan 
skema Langsung (LS).

o Pembayaran pajak melalui UP --> dilaksanakan melalui pembuatan Kode Billing terlebih dahulu untuk selanjutnya
dibayarkan di Bank/Kantor Pos Persepsi. 

o Pembayaran Pajak melalui LS --> dilaksanakan melalui KPPN

Pada aplikasi Coretax, baik pembayaran melalui UP ataupun LS tetap bisa diakomodir dan dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah.

Pembayaran Pajak Instansi Pemerintah
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• Dalam skema UP, Instansi Pemerintah membuat terlebih dahulu kode billing pajak.

• Kode billing bisa dibuat dengan dua skema, yang pertama didahului dengan pengisian SPT Masa (pay and submit),
sedangkan yang kedua tanpa didahului pengisian SPT Masa.

• Pembuatan kode billing yang didahului dengan pengisian SPT Masa seperti halnya materi sebelumya (Pelaporan SPT Masa
PPN)

• Pembuatan kode billing yang tanpa didahului pengisian SPT Masa lebih dikenal dengan pembuatan kode billing secara
mandiri, termasuk didalamnya adalah deposit pajak.

• Kode billing yang sudah terbayar, detil informasi bisa dilihat di Buku Besar Wajib Pajak.

Pembayaran - Uang Persediaan



Kondisi: ​
Instansi Pemerintah A membuat kode billing untuk deposit pajak senilai Rp. 20.000.000 (sama seperti
contoh sebelumnya) dan atas kode billing tersebut dibayar pada tanggal 01 November 2024.

Pertanyaan: ​
Bagaimana tampilan di Buku Besar Wajib Pajak?

Pembayaran Pajak Instansi Pemerintah - UP

Contoh Kasus
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Gulir ke kanan.

Pembayaran - Uang Persediaan
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Pembayaran deposit senilai Rp. 20.000.000,- akan muncul di buku besar dengan
rincian jenis pencatanan yaitu pembayaran tunai dan masuk dalam sisi kredit.

Pembayaran - Uang Persediaan

Gulir ke kanan.
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Ada informasi Jenis KAP, Deskripsi KAP, Kode Pembayaran, Periode, termasuk Nomor Transaksi.
Nomor transaksi dalam mekanisme UP (deposit pajak) adalah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
.

Pembayaran - Uang Persediaan
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• Skema As-Is = To Be, artinya tidak ada perbedaan skema pembayaran pajak dengan mekanisme LS

• Pembayaran pajak dengan skema LS tetap mengacu dan berpedoman peraturan dari Ditjen Perbendaharaan

• Setelah melakukan pembayaran pajak dengan skema LS, Instansi pemerintah mendapatkan nomor SP2D

• SP2D yang sudah tervalidasi, Wajib Pajak Instansi Pemerintah bisa melihat rincian tersebut dalam Buku Besar Wajib Pajak.

Pembayaran - Langsung



Kondisi: ​
Atas tagihan dari rekanan Z senilai Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk PPN), Instansi Pemerintah B melakukan pembayaran
pajak dengan mekanisme LS dengan rincian nilai PPN sebesar Rp. 5.500.000, PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.000.000,- dan 
terbit SP2D dengan tanggal 01 November 2024.

Pertanyaan: ​
Bagaimana tampilan di Buku Besar Wajib Pajak?

Pembayaran Pajak Instansi Pemerintah - LS

Contoh Kasus
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Tampilan dalam buku besar, ada jenis pencatatan kewajiban pajak lain dan pembayaran. Dan dari rincian
jenis pencatatan ada pelaporan melalui pembayaran dan pembayaran non tunai.

Gulir ke kanan untuk melihat lebih detail.

Transaksi LS
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Transaksi LS

Ada pembayaran senilai nilai 5.500.000,- dan 1.000.000,- , untuk sisi kredit dalam rincian jenis pembayaran adalah
pembayaran non tunai, sedangkan untuk sisi debit adalah pelaporan melalui pembayaran.

Gulir ke kanan lagi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
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Transaksi LS

Terdapat informasi Jenis KAP, Deskripsi KAP, Kode Pembayaran, Periode, termasuk Nomor Transaksi.
Adapun nomor transaksi dalam mekanisme LS adalah Nomor SP2D itu sendiri.
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